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.a D£wTAllG PDY.BDBRBANAA.lf DAii P.BLDIPAIIAII KBWB1'Alf0Alf 
PBLAYAKAK PBRIZDIAII DAB BOK PBRIZIKAII PADA Diii.AS PBIIAIIAl!Alt 
· MODAL DAii' P.BLAYAlfAN TBRPADU SA.TU PIIITU 

KAIRJPATB!f IIAROS 

DBIIGAN RAIIIIAT TUIIAlf·YAJIG llUHA BSA 

BUPATI IIAROS, 

M�nimbang ! a. bahwa dalam membef'ikan lremudahan dan percepatan 
pelayanan .perizinan dan non perizinan untuk mela.kukan 
kegiatan usaha, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Maros 
Nomor 43 Tahun 2017- tentang penyederhanaan dan 
-1: ...... - ... han pelayanan perizin d · • d o· · ��� . . . . .  r� . -. an an non penzm.� pa_ .E.l . . . .  �tijl� 

Penanaman Modal · dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Maros; 

b, bahwa b.erdaSM'� �J;,l�g� ���- ��11!4. 
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas. Peraturan Bupati Maros Nomor 43 
Tahun 2017 tentang pe.nyedorh� � pc;;U,m� 

pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. . 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tk Il di Sulawesi (Lembarari Negara Republik 
Indonesia Tahun 19.59. No.mo,;- 74:). 1'@P�� Lernbarari Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); . 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pen�lenggaraan Negara Yang �� ®P.. :8-�� dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tam�an Lembaran Negara Republik 
Indonesia NomoF- 8851 }; . 

�. Undang,-Undan$ Nomor 17 Tahun 2003 te��g _ Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta. Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik !R4.QP�� 

Nomor 4286); . . . .  
4. U�dang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten�g Siste� 

Pendidikan Normal '(Lembman Negara Republik lndQ.l.\��­ 
T�\P.! �QQ3. Nomor 78� Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No�or 430 l); 

.... ,.-- 

Men�gat 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarim Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Penmdang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 5234 ); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor . 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11 .  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola 
dan Penyelenggara Pendid.ikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 
tentang Pokok - pokok . Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor O l); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun· 2016 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 15). 

M B M U T U S K A R :  

Menetapkan : PBRATV&UI ,B'(JPATI TBll'TAll'G PBRUBARA!f ATAS 
PBRATURAII BUPATI MAROS llOIIOR 43 TAIIUll 2017 
TB!fTAllO. PBJff'BLBIIGGARA:AR PBLAYAKAII: PBRIZIIIAK D.AK 
KOll · PBRIZDIAII PADA DIKAS PBR.Alf.AIIAJI IIODAL DA.If 
PBLAYAII.All TBRPAl>lt 8ATl1 PIH I U lfABUP.ATBII IIAROS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 
tentang penyederhanaan dan pelimpahan pelayanan perliinan dan non 
J>etimnm pada Dmas Ptmanaman Modal. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabu.paten Maros (Berita Daerah Kabupaten MarosTahun 2017 Nomor 43) 
diubah sebagai berikut : · 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Izin Prinsip Perumaman Modal (IPPM); 
b. Perpanjangan IMT:A; 
c. Izin Lokasi; 
d. Izin Lingkungan; 
e. lzin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup {PPLH); 
f. Izin Pemanfaatan Tanah; 
g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
h. Izin 0angguan 1HO}; · 
I, Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 
j. Izin Usaha Industri (IUI); 
'k. Sumt Izin Usaha Perdagangan {SIU�; 
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 
·n. ·1m1 U'S'aha Jasa Konstruksi {IUJK)1 
o. Tanda Daftar Gudang (TOG); 
p. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko 

Swalayan} 

q� Izin Operaelonal Sarana dan Pi'asarana Kesehatan; 
r. Izin Trayek Angkutan Barang dan Orang; · 
s. Izin Penempalah Reklame� 
t. lzin Penelitian; 
u. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat. 



2. Pasru 12 dihapus. 

3. Pasal 13 dihapus. ···�-�-- -, 

4. Ketentuan pada Lampiran PeratuA.n Bupati diubah sehingga bem\ll\yi 
sebagai berikut : 

:RO 

1.  
2. 

lzin Prinsip Penanarnan Modar-· 

Izin Prinsip Perlq� Pe,nanaman 
Modal 

BQ 

3. �!'- �eip. Peru.bahan J)fl!Ulll&JDan 
modal 

4. lzi.n u.aha penggabungan peruaanaan �­ 
/Menrer 1 

lzin Prinaip Penanaman Modal 

S. · .  lzin uaaha ----- -- 

9. Izin Lokasi 3 

a. ::-...-l)a!lpn IM'f'A ---- ·---- 2 

Izi.n Usaha Jasa Konstruksi (IUJKl 

Tanda Daftar Usaha Pariwisa.ta 
(TDUP) 

lzin Usaha Industri (IUI) 

Tailda ?.>altar Oudan2 ('IDG). -- 
Tanda Daftar Perusabaan rropi 

Surat Izin � Usaha (SITUl 

Surat mn. Usaha Perdagan ,� gan 
�- .... � ... 

Izin Pemaufaatan Tanah 

Izin .pengelolaan, � rakyat, 
· pusat perbelanjaan dan izin 
u�e, tolw. -swelavan 

lzin t=-�- 

Izin Lokasi ' . - 

Izin Perlindungan dan pengelolaan 
•• • hiduo fPPLHl 

; ...... • • IG'Afl IMTA - , 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

- 

15 

16 

lzinApotek 
Izin Usaha Jasa Konstrukai (IUJK) 

24. 
23. 

20. _ . Tanda Daftar Oud.@pg (t'QG} 
21� - --Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan mm ·izin \\Mlha toko 
sw.,.,..- ....... 

16. Izin Usaha Industri {Illll 

15. Sumt Izin Tempat Uaaha. (SITU) ---·-·-·- 
14. Izin Gangguan (HO 
13. Jzin Mcndirikan ��-� {IMB} 
12-. lzin Membuka Tanah · � ..--- 

. 19. Tallcia Dafter Peruaahaan (TDt>)' - -·- 

· 22-. Tanda Daftar tJsaha Pariwisata--(TDtn, 

10. Izin]'..lngkungan 4 

· 17. Tanc!i''.t>aftar Industri (TDI) 

- l 1-. , 1a.n. Pedindungan dan pengelolaan --- ----s 

lin · · bidun {PPLH) 

--,:-·- -izi.n usab.a perubahan 

25. 
26. 
27-. 

Izin Toko Obat 
lzin OperasionafKli:mk 
lzin Praktek & Izin Kaja Tenaga 
Kesehatan 

Izin Operasional Sarana � 17 Prasarana Kesehatan 

18 IzinTrayek Angkutan Barang dan 
n-na- 

lzin Trayek Angkutan Barang dan 

lzin ProdUkl!li Makanan dan Minurnan 
pad.a rumah tan'11m . __ .... 

�9. 

28. 

19 Jzin Penemoatan Reklame 
20 Imn Penelitian 

lzin Penelitian 
Izin Penempatan Reklame 

33 .. 

32. 
31. 
30. 

Izin OperaSional Pen�aan 
pendldikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal yan• • Izin Opetasional Penyelenggaraan 

L_.Ldi�-���·ya�!!!· --��J!ol�eh��!!!!-!:!!·��tL__--1 21 Pendidikan yang diselenggarakan 
um OperaSiQtUll . oleh masyarakat 
(Perpanjangan/pemutakbiran) 
pendidikan das-ar dan menengah yang 
d.iselena-aArakan oleh masvarakat 



:Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanny,a de.kun Berita Daerah Kab.u.paten MaxQ6.� 

Diundangkan di Maros 
pada tanggal t� �t-�v �t1 

S.&�A.Rli �'" 

Jr. R. BABARUDDDI, Q 
Pangkat : Pembina Uta.ma Madya 
Nip. 19600909 198603 1 029 

SERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR : �$' 

an sesuai dengan aslinya 
-_ A BACHAN HUKUM & HAM 

SUHARTO 

kat : Pembina TK.l (IV /b) 
: 19631019 199003 1 031 


